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Judul SOP Pengujian Konsekuensi 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 37 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 
Informasi Publik. 

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1279 Tahun 2022 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi & Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja di Kementerian Kesehatan. 

 

 
1. Memahami peraturan yang berlaku 
2. Mahir menggunakan komputer 
3. Mampu berkomunikasi dengan baik 
4. Memahami jenis dokumen dan arsip 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 
1. Daftar Informasi Publik 

 
1. Komputer/Printer/Jaringan Internet 
2. Notebook, telepon 
3. ATK 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka hak 
pelanggan/ Masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan yang baik tidak terpenuhi. 

Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik 

${ttd}
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CATATAN PERUBAHAN 

 

Tanggal Perubahan Revisi Rincian Perubahan 

28 Juli 2025 0 Pembuatan SOP Pengujian Konsekuensi 

31 Maret 2026 1 
• Perubahan pejabat penandatangan dokumen 

• Pembaruan prosedur pelaksanaan kegiatan 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGUJIAN KONSEKUENSI 

 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket. 

PPID Pelaksana 
(Kepala BBLKM 

Surabaya) 

Koordinator 
Pelayanan 
Informasi 

Pengelola 
Informasi Kelengkapan Waktu Output 

 

1 
Melakukan kajian atas informasi 
yang tidak termasuk dalam Daftar 
Informasi Publik (DIP) 

 
  

Daftar Informasi 
yang 
dikecualikan 

30 menit 
Daftar 
Informasi yang 
dikecualikan 

 

2 

Memberikan pertimbangan atas 
informasi/dokumen yang 
bermaksud yang bersift rahasia 
berdasarkan UU kepatutan dan 
kepentingan umum 

 

  

Daftar Informasi 
yang 
dikecualikan 

30 menit 
Daftar 
Informasi yang 
dikecualikan 

 

3 

Melakukan koordinasi pengujian 
konsekuensi dengan melakukan 
pengklasifikasian informasi publik 
 

 

 

 
Daftar Informasi 
yang 
dikecualikan 

 30 menit 

Draft 
Penetapan 
pengujian 
konsekuensi 

 

4 
Melakukan pengujian konsekuensi 
 

 

 

 
Draft Penetapan 
pengujian 
konsekuensi  

1 hari 

Draft 
Penetapan 
pengujian 
konsekuensi 

 

5 
Membuat hasil pertimbangan 
tertulis dan menetapkan hasil 
pengujian konsekuensi 

 
 

 Draft Penetapan 
pengujian 
konsekuensi 

30 menit 
SK Penetapan 
pengujian 
konsekuensi 
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